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 Dalam hukum keluarga Islam, hak nafkah istri merupakan isu 
penting yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan 
perlindungan hak-hak perempuan. Meskipun hukum Islam 
memberikan ketentuan yang jelas mengenai kewajiban suami untuk 
memberikan nafkah, banyak perempuan yang masih menghadapi 
berbagai tantangan dalam menuntut hak tersebut. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif dengan Penelitian ini 
menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji hak 
nafkah istri dalam konteks hukum keluarga Islam dan kesetaraan 
gender. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran 
yang jelas dan komprehensif mengenai isu yang diangkat, serta 
menganalisis berbagai perspektif yang ada melalui studi literatur. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat 
ketentuan hukum yang mengatur hak nafkah istri, banyak 
perempuan yang mengalami kesulitan dalam menuntut dan 
mendapatkan hak tersebut. Faktor-faktor seperti norma sosial yang 
patriarkal, kurangnya pengetahuan hukum, dan ketidakadilan 
dalam penerapan hukum menjadi penghalang signifikan. Di sisi 
lain, gerakan feminis telah berperan aktif dalam meningkatkan 
kesadaran masyarakat, memberikan pendidikan hukum, dan 
mendorong reformasi hukum yang lebih adil bagi perempuan. 
Untuk mencapai kesetaraan gender dalam konteks hak nafkah istri, 
diperlukan upaya kolaboratif antara gerakan feminis, masyarakat, 
dan pembuat kebijakan. 
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Introduction 

Isu kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam menjadi semakin relevan dalam 

konteks sosial dan budaya yang terus berkembang. Hukum keluarga Islam, yang mengatur 

hubungan antara suami dan istri, memiliki akar yang kuat dalam teks-teks suci dan tradisi. 

Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat ketimpangan yang merugikan perempuan, 

terutama dalam hal hak nafkah. Nafkah, sebagai kewajiban suami untuk memenuhi 

kebutuhan istri dan anak, merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan keluarga. 

Namun, interpretasi dan penerapan hukum ini sering kali dipengaruhi oleh norma-norma 

budaya dan patriarkal yang dapat mengabaikan prinsip-prinsip kesetaraan (Anon, 2019). 

Feminisme, sebagai gerakan sosial yang berfokus pada pencapaian kesetaraan hak dan 

kesempatan bagi perempuan, memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak-hak 

perempuan dalam berbagai bidang, termasuk hukum keluarga. Dalam konteks ini, 

feminisme tidak hanya berupaya untuk menantang diskriminasi dan ketidakadilan, tetapi 

juga berusaha untuk memberikan suara kepada perempuan dalam menentukan hak-hak 

mereka sendiri. Dengan memahami dan menganalisis hukum keluarga Islam melalui lensa 

feminisme, kita dapat mengeksplorasi potensi reformasi hukum yang lebih adil dan inklusif 

(Chambers 1997). 

Kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam tidak hanya penting untuk 

kesejahteraan individu perempuan, tetapi juga untuk pembangunan masyarakat yang lebih 

adil dan berkelanjutan (Conceicao 2019). Ketika perempuan diberikan hak-hak yang setara 

dalam konteks keluarga, mereka dapat berkontribusi secara lebih efektif dalam berbagai 

aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, penting untuk 

mengeksplorasi bagaimana hak nafkah istri dapat dipahami dan diimplementasikan dalam 

kerangka kesetaraan gender, serta bagaimana feminisme dapat berkontribusi dalam proses 

ini. Berdasarkan uraian diatas penulis akan mengkaji hak nafkah istri dalam konteks hukum 

keluarga Islam dan kesetaraan gender, serta peran feminisme dalam mendukung advokasi 

hak-hak perempuan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan solusi dan 

rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hak-hak perempuan dalam 

hukum keluarga Islam, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. gender 

dalam hukum keluarga Islam. Artikel-artikel ini dapat mencakup hasil penelitian, analisis 

kritis, dan studi kasus yang memberikan wawasan tambahan. 

Dokumen hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, baik di tingkat 

nasional maupun lokal, akan dianalisis untuk memahami ketentuan yang mengatur hak 

nafkah istri. Ini termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lain yang 

relevan. d. Dokumen Resmi dan Laporan: Laporan dari lembaga pemerintah, organisasi 

non-pemerintah, dan lembaga internasional yang membahas isu-isu gender dan hak 

perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam akan menjadi sumber tambahan yang 

penting. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dan sumber data yang 

beragam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam 

mengenai hak nafkah istri dalam hukum keluarga Islam serta tantangan dan peluang yang 
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ada dalam mencapai kesetaraan gender. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap diskursus akademis dan advokasi hak-hak Perempuan 

dalam konteks hukum keluarga Islam. 

 
 
Method 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji hak 
nafkah istri dalam konteks hukum keluarga Islam dan kesetaraan gender. Pendekatan ini 
bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai isu yang 
diangkat, serta menganalisis berbagai perspektif yang ada. Melalui studi literatur, penulis 
akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber yang relevan, termasuk teks-teks 
hukum, karya ilmiah, dan studi kasus yang berkaitan dengan feminisme dan hukum 
keluarga Islam (Icief 2015). Analisis hukum akan dilakukan untuk memahami bagaimana 
ketentuan hukum tentang nafkah diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik. 
Penelitian ini juga akan mempertimbangkan pandangan feminis mengenai hak nafkah dan 
bagaimana perspektif ini dapat berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang 
kesetaraan gender dalam konteks hukum keluarga Islam. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini mencakup buku-buku yang membahas tentang hukum keluarga Islam, 
feminisme, dan kesetaraan gender akan menjadi sumber utama. Penulis akan merujuk pada 
karya-karya yang ditulis oleh ahli hukum, feminis, dan akademisi yang berfokus pada isu-
isu ini. Artikel jurnal dan publikasi akademis yang relevan akan digunakan untuk 
mendalami diskusi terkini mengenai hak nafkah istri dan kesetaraan 

 
 

Results and Discussion 

Konsep Nafkah dalam Hukum Islam  
Nafkah dalam hukum keluarga Islam merujuk pada kewajiban suami untuk 

memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Istilah "nafkah" berasal dari bahasa 
Arab yang berarti "memberi" atau "menafkahi". Dalam ha ini nafkah mencakup berbagai 
aspek, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. 
Hukum Islam menekankan bahwa nafkah merupakan tanggung jawab suami sebagai 
kepala keluarga, yang harus dipenuhi dengan cara yang baik dan layak, sesuai dengan 
kemampuan dan keadaan ekonomi suami (Çúïß, 2009). Oleh karena itu Kewajiban suami 
untuk memberikan nafkah kepada istri bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi 
juga merupakan prinsip moral dan etika dalam Islam. Kewajiban ini mencerminkan 
tanggung jawab suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga dan menciptakan 
lingkungan yang aman dan nyaman bagi istri dan anak-anak. Dalam konteks ini, hak nafkah 
istri dapat dipahami sebagai hak yang melekat pada statusnya sebagai istri dan anggota 
keluarga. Implikasi dari kewajiban suami untuk memberikan nafkah terhadap hak istri 
sangat signifikan. Pertama, hal ini memberikan perempuan posisi yang lebih kuat dalam 
hubungan keluarga, karena mereka memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kebutuhan 
dasar mereka. Hak nafkah ini juga menjadi salah satu aspek penting dalam perlindungan 
hukum bagi perempuan, yang dapat diadvokasi melalui jalur hukum jika suami tidak 
memenuhi kewajibannya (Sen 1999). 
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Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat tantangan dalam penerapan hak 
nafkah ini. Beberapa faktor, seperti norma budaya patriarkal, kurangnya pemahaman 
hukum, dan ketidakadilan dalam sistem hukum, dapat menghalangi perempuan untuk 
menuntut hak mereka. Dalam banyak kasus, perempuan mungkin merasa tertekan untuk 
tidak mengajukan tuntutan nafkah karena takut akan konsekuensi sosial atau stigma yang 
mungkin mereka hadapi (Ravallion 2001). Sedangkan dalam feminisme bahwa hak nafkah 
istri dapat dipandang sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk kesetaraan 
gender. Feminisme berupaya untuk mengadvokasi agar hak-hak perempuan, termasuk hak 
nafkah, diakui dan dilindungi secara hukum (Qibtiyah 2020). Dengan demikian, penting 
untuk terus mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu gender, 
agar hak nafkah istri dapat dipenuhi secara adil dan setara, serta memberikan perlindungan 
yang lebih baik bagi perempuan dalam keluarga. Melalui pemahaman yang mendalam 
tentang hak nafkah istri dalam hukum keluarga Islam, diharapkan dapat ditemukan solusi 
untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya 
kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks keluarga. (Keeble 
1988). 

Salah satu tantangan utama dalam penerapan hak nafkah istri diantaranya Pertama: 
Adanya norma budaya dan sosial yang mengakar kuat dalam masyarakat. Dalam banyak 
budaya, peran suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga 
sering kali dipandang sebagai norma yang tidak dapat diganggu gugat (Riadi 2024). Hal ini 
dapat menyebabkan perempuan merasa tertekan untuk tidak menuntut hak nafkah mereka, 
meskipun secara hukum mereka berhak untuk menerimanya. Stigma sosial yang melekat 
pada perempuan yang mengajukan tuntutan nafkah juga dapat menjadi penghalang, 
membuat mereka enggan untuk mengambil langkah hukum. Kedua kurangnya 
pemahaman tentang hak-hak hukum juga menjadi faktor yang menghambat perempuan 
dalam menuntut hak nafkah. Banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka 
memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, atau mereka tidak tahu bagaimana cara 
menuntut hak tersebut di pengadilan. Pendidikan hukum yang minim dan akses yang 
terbatas terhadap informasi hukum dapat membuat perempuan merasa tidak berdaya 
dalam menghadapi situasi ini. 

Ketiga sistem hukum yang ada juga sering kali tidak berpihak pada perempuan. 
Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin tidak memberikan keputusan yang adil terkait 
hak nafkah, atau proses hukum yang panjang dan rumit dapat membuat perempuan 
enggan untuk mengajukan tuntutan. Selain itu, adanya bias gender dalam penegakan 
hukum dapat menyebabkan perempuan tidak mendapatkan perlindungan yang 
seharusnya mereka terima. Oleh karena itu salah satu langkah penting untuk meningkatkan 
kesadaran tentang hak nafkah istri adalah melalui pendidikan dan penyuluhan. Program-
program yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang hak-hak hukum perempuan, 
termasuk hak nafkah, dapat membantu perempuan memahami posisi mereka dalam 
hukum. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kampanye media 
yang menargetkan perempuan di berbagai lapisan masyarakat (Pokhrel 2024). Dan 
diperlukan untuk memastikan bahwa hak nafkah istri diakui dan dilindungi secara efektif. 
Ini termasuk revisi undang-undang yang ada untuk menghilangkan ketidakadilan gender 
dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Selain 
itu, perlu ada mekanisme yang lebih baik untuk menegakkan hak-hak ini, sehingga 
perempuan dapat dengan mudah menuntut hak nafkah mereka tanpa takut akan 
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konsekuensi sosial. Serta organisasi masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam 
advokasi hak-hak perempuan. Melalui kampanye, penelitian, dan program-program 
dukungan, organisasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran tentang hak nafkah 
istri dan memberikan dukungan kepada perempuan yang ingin menuntut hak mereka 
(Azizah 2021). Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-
pemerintah, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan 
dalam menuntut hak nafkah mereka. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan 
mendorong upaya-upaya yang lebih proaktif, diharapkan hak nafkah istri dalam hukum 
keluarga Islam dapat dipenuhi secara adil dan setara, serta memberikan perlindungan yang 
lebih baik bagi perempuan dalam keluarga. 
 
Analisis Feminis tentang Hak Nafkah dan Hubungannya dengan Kesetaraan 

Gender 

Perspektif feminisme terhadap hak nafkah istri menyoroti pentingnya kesetaraan 
gender dalam konteks hukum keluarga Islam. Feminisme berargumen bahwa hak nafkah 
bukan hanya sekadar kewajiban suami, tetapi juga merupakan bagian dari hak asasi 
perempuan yang harus diakui dan dilindungi. Dalam banyak masyarakat, hukum dan 
norma yang ada sering kali mencerminkan struktur kekuasaan patriarkal yang 
menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Oleh karena itu, feminisme berupaya 
untuk mendekonstruksi norma-norma ini dan menuntut perubahan yang lebih adil 
(Muhammad and Agus, 2023). Dari sudut pandang feminis, hak nafkah istri dapat dilihat 
sebagai indikator penting dari kesetaraan gender dalam keluarga. Jika hak nafkah tidak 
diakui atau diterapkan secara adil, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan yang lebih 
besar dalam hubungan antara suami dan istri (Desminar 2021). Feminisme mendorong agar 
hak-hak perempuan, termasuk hak nafkah, diakui sebagai bagian dari keadilan sosial yang 
lebih luas. Dalam konteks ini, feminis berpendapat bahwa pemenuhan hak nafkah istri 
tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara 
keseluruhan, karena menciptakan lingkungan yang lebih seimbang dan harmonis (Ummah 
2019). 

Feminisme juga menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam proses 
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Ini termasuk perlunya 
perempuan untuk memiliki suara dalam interpretasi dan penerapan hukum yang mengatur 
nafkah. Dengan melibatkan perempuan dalam dialog tentang hak-hak mereka, diharapkan 
dapat tercipta pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan mereka, serta 
mendorong reformasi hukum yang lebih responsif terhadap isu-isu gender (Junaidi and 
Hadi 2014). Oleh karena itu Studi kasus di beberapa negara yang menerapkan hukum 
keluarga Islam menunjukkan variasi dalam penerapan hak nafkah istri, serta tantangan dan 
kemajuan yang dihadapi oleh perempuan dalam menuntut hak-hak mereka (Ummah 2019). 
Indonesia: Di Indonesia, hukum keluarga Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 
(KHI), yang mengakui hak nafkah istri sebagai kewajiban suami. Namun, dalam 
praktiknya, banyak perempuan yang mengalami kesulitan dalam menuntut hak nafkah 
mereka. Faktor budaya dan sosial, serta kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum, 
sering kali menjadi penghalang. Beberapa organisasi masyarakat sipil telah berupaya untuk 
meningkatkan kesadaran tentang hak nafkah dan memberikan dukungan kepada 
perempuan dalam mengajukan tuntutan di pengadilan. 
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Maroko telah melakukan reformasi hukum keluarga yang signifikan melalui Undang-
Undang Keluarga (Mudawana) yang diadopsi pada tahun 2004. Reformasi ini mencakup 
pengakuan yang lebih kuat terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak nafkah. Meskipun 
demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam penerapan hukum di tingkat lokal. Banyak 
perempuan masih menghadapi kesulitan dalam menuntut hak nafkah mereka karena 
norma-norma sosial yang mengakar kuat. Di Mesir, hukum keluarga Islam juga mengakui 
hak nafkah istri. Namun, perempuan sering kali menghadapi hambatan dalam mengajukan 
tuntutan nafkah di pengadilan. Proses hukum yang panjang dan rumit, serta bias gender 
dalam sistem peradilan, sering kali membuat perempuan merasa tertekan untuk tidak 
menuntut hak mereka. Feminisme di Mesir telah berupaya untuk mengadvokas perubahan 
hukum dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam konteks hukum 
keluarga. Di Pakistan, meskipun hukum Islam mengakui hak nafkah istri, implementasinya 
sering kali terhambat oleh norma-norma budaya dan patriarkal. Banyak perempuan yang 
tidak menyadari hak-hak mereka atau merasa tertekan untuk tidak mengajukan tuntutan. 
Organisasi feminis di Pakistan telah berusaha untuk memberikan pendidikan hukum 
kepada perempuan dan mendukung mereka dalam menuntut hak nafkah di pengadilan. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa meskipun ada pengakuan hukum 
terhadap hak nafkah istri dalam hukum keluarga Islam, tantangan dalam penerapan dan 
akses terhadap keadilan tetap ada. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong 
reformasi hukum dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan, agar hak 
nafkah istri dapat dipenuhi secara adil dan setara. Upaya ini sejalan dengan tujuan 
feminisme untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam masyarakat. Salah 
satu strategi penting untuk meningkatkan penerapan hak nafkah istri adalah melalui 
advokasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kampanye yang menyoroti pentingnya 
hak nafkah dan kesetaraan gender dapat membantu mengubah pandangan masyarakat 
tentang peran perempuan dalam keluarga (Pipit, 2020) Melibatkan tokoh masyarakat, 
pemimpin agama, dan influencer dapat memperkuat pesan ini dan menjangkau audiens 
yang lebih luas. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hak-hak Perempuan (Buskens 
et al. 2021), diharapkan masyarakat akan lebih mendukung pemenuhan hak nafkah istri. 

Dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan hukum bagi perempuan juga 
merupakan langkah penting dalam meningkatkan penerapan hak nafkah (Qibtiyah 2020). 
Program yang memberikan informasi tentang hak-hak hukum, prosedur pengajuan 
tuntutan, dan cara mengakses bantuan hukum dapat memberdayakan perempuan untuk 
menuntut hak nafkah mereka. Selain itu, pelatihan bagi pengacara dan petugas hukum 
tentang isu-isu gender dan hak-hak perempuan dapat membantu menciptakan sistem 
hukum yang lebih responsif dan adil (Inoue 2019). Oleh karena itu kolaborasi antara 
organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah juga dapat memperkuat upaya untuk 
meningkatkan penerapan hak nafkah istri. Dengan bekerja sama dalam merumuskan 
kebijakan dan program yang mendukung hak-hak perempuan, diharapkan dapat tercipta 
lingkungan yang lebih mendukung bagi perempuan dalam menuntut hak nafkah mereka. 
Lembaga pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem peradilan berfungsi dengan 
baik dan memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan. Serta melakukan 
penelitian dan pengumpulan data tentang penerapan hak nafkah istri di berbagai negara 
juga penting untuk memahami tantangan dan kemajuan yang ada (Zahra 2019).  

Data yang akurat dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik dan 
mendukung advokasi hak-hak perempuan. Penelitian ini juga dapat membantu 
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mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi oleh negara lain dalam meningkatkan 
penerapan hak nafkah.(Qibtiyah 2020) Berdasarkan uraian diatas menjelaskan bahwa 
dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, diharapkan hak nafkah istri dalam 
hukum keluarga Islam dapat dipenuhi secara lebih adil dan setara, serta memberikan 
perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dalam keluarga. Upaya ini sejalan dengan 
tujuan feminisme untuk mencapai kesetaraan gender dan keadilan sosial dalam 
masyarakat. 

 

 

Conclusion  

Meskipun hukum keluarga Islam memberikan dasar yang jelas bagi hak nafkah istri 
sebagai bagian dari kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, masih terdapat 
banyak tantangan yang harus diatasi untuk mencapai kesetaraan gender yang sejati. 
Tantangan ini meliputi norma budaya dan sosial yang patriarkal, kurangnya pengetahuan 
hukum di kalangan perempuan, sistem hukum yang tidak responsif, serta keterbatasan 
ekonomi dan dukungan sosial. Feminisme berperan penting dalam mendorong perubahan 
dan reformasi hukum yang lebih adil bagi perempuan. Melalui advokasi, pendidikan, dan 
peningkatan kesadaran, gerakan feminis dapat membantu mengubah pandangan 
masyarakat tentang hak-hak perempuan, serta mendorong pengakuan dan perlindungan 
yang lebih baik terhadap hak nafkah. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan 
memanfaatkan peluang untuk reformasi, diharapkan hak nafkah istri dapat ditegakkan 
secara lebih adil, memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi perempuan, dan 
berkontribusi pada upaya mencapai kesetaraan gender dalam masyarakat. Secara 
keseluruhan, pencapaian kesetaraan gender dalam konteks hak nafkah istri memerlukan 
kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu. 
Hanya dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat, hak-hak perempuan dapat diakui 
dan dilindungi secara efektif, menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara bagi 
semua anggota keluarga 
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